KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANCUR

DAN

KEPALA DESA PANCUR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA PANCUR NOMOR 1 TAHUN
2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Lima bertempat di Gedung Posyandu Serbaguna Desa Pancur
Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, pada Acara Rapat Badan
Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Pancur dalam menyepakati
bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa Pancur Nomor 1 Tahun 2025
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan

menjadi Naskah Peraturan Desa Pancur sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat di Desa Pancur dan ditandatangani
bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pancur dan Kepala Desa
Pancur.

Pancur, 21 Januari 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANCUR KEPALA DESA PANCUR
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KEPALA DESA PANCUR
KECAMATAN TANGARAN
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DESA PANCUR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANCUR,

: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

1.

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan sccara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 yang disusun sesuai dengan  kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Tahun Anggaran 2024;;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut,
Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 3023 Nomor 100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa,
Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun



17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1052);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor
7);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di
Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Pedoman Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten
Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2021 Nomor 42);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 72);
Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 78);

Keputusan Bupati Sambas Nomor 847/BKD/2023
tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

Keputusan Bupati Sambas Nomor 800/DINSOSPMD/
2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Desa Pancur Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa

Pancur Tahun 2018 Nomor 12);



26. Peraturan Desa Pancur Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2019-2025 (Lembaran Desa Pancur Tahun 2020 Nomor
2);

27. Peraturan Desa Pancur Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Desa Pancur Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANCUR

dan
KEPALA DESA PANCUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PANCUR TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANCUR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula
berjumlah Rp 1.372.946.817,00 Bertambah sejumlah Rp 0,00 dengan
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 1.372.946.817,00

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 785.323.157.76
b. Bidang Pembangunan Rp 317.306.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 135.984.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 96.878.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Rp 39.600.000,00

Darurat dan Mendesak Desa
Jumlah Belanja Rp 1.375.091.657,76
Surplus/Defisit Rp 172.376,91
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 75.964.827,50
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 5.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a—Db) Rp 70.964.827,76



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I . Laporan Keuangan;

2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31
Desember Tahun Anggaran 2024; dan

3. Lampiran III ¢ Daftar program sektoral, program daerah dan program
lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pancur.

Ditetapkan di Pancur
pada tanggal 21 Januari 2025

KEPALA DESA PANCUR,
TTD
BUDI

Diundangkan di Pancur
pada tanggal 21 Januari 2025

SEKRETARIS DESA PANCUR,

HALIOQI

LEMBARAN DESA PANCUR TAHUN 2025 NOMOR 1
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA PANCUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

UMUM
Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa memiliki

tanggungjawab untuk melaporkan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa. Laporan tersebut meliputi pendapatan, belanja
dan pembiayaan. Disamping Kketiga aspek tersebut, Peraturan Desa ini
juga memuat Laporan Kekayaan Milik Desa Pancur per 31 Desember
Tahun 2024 dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang masuk ke Desa Pancur. Berdasarkan hal-hal tersebut disusun
Laporan Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Pancur Tahun Anggaran 2024.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.



